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Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, pemerintah membentuk suatu 

kebijakan akan transparansi pemerintah. yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hak atas informasi menjadi penting 

karena makin terbukanya penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, 

penyelenggaraan tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. 

Salah satu amanah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik dalam pasal 13 menyebutkan bahwa badan publik 

wajib menunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di 

lingkungan kerjanya. Maka dengan itu, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas 

Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung Nomor 800/88/III.07.05.05/2012 

Diskominfo melakukan pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPID-SKPD) Diskominfo Provinsi Lampung. 

Berdasarkan permasalahan yang sudah diungkapkan diatas, metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini akan membahas bagaimana 

pembangunan kapasitas Lembaga PPID Diskominfo Provinsi Lampung dalam 

penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik. Usaha –usaha apa yag dilakukan 

lembaga dalam menyesuaikan kemampuan dengan perubahan yang ada dalam 

memenuhi permintaan informasi publik.  

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa pembangunan 

kapasitas Lembaga PPID Diskominfo Provinsi Lampung dalam Penyelenggaraan 

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) belum optimal. Hal ini disebabkan oleh : 

keselarasan antara tujuan individu dengan tujuan lembaga belum terwujud, 



Informalitas yang wajar dalam hubungan kerja masih belum terwujud di dalam 

Lembaga PPID Diskominfo. Hubungan antara atasan dengan bawahan masih kaku 

dikarenakan adanya keseganan. Hubungan informal terjadi di dalam hubungan kerja 

bawahan dengan bawahan.  
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